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Bupati Artha

SilpilRp il19 Miliar

Negara (Bali Post)
Fertanyaan seluruh fraksi di DPRD Jembrana terkait adanya Sisa_Lebih

Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2014, dijawab Bupati Jembrana I Putu
Artlia-, dalam rapit paripurna jawaban Bupati, selasa (28/7) \emarin. Di \r9.-
pan seluruh pimpinan dan anggota DPRD, Bupati _mengatakan bahwa Silpa
dari belanja 6a"ang dan jasa seEa belanja modal sebagian besar dikarenakan
adanya efisiensi anggaran.

Untuk Silpa pada belanja QilpaBltlDPuskesmassebesar qersen disebabkan keadaan
nifutt, *"n"tiit'Supati, cadn np +.41a.0t0.283 karena jum- dimana gaji' tunjangan-dan
p"""ri-" trlUuh yang'telah lah akhir pendapatan seluruh tamb-ahan penghasilan bagi
iitentukantetrir aip.nlgil, .t^- Puskesm4s baru diketahui CPNSformasitahun2013yang

-"" vu"J be"sungkutir; tidak akhir tahun, sedangkan si- semestinya ditugaskan mylai
til;;;;uhi felengkapan sanya-sebesar Rp 815.602.859 tahun2014tidakbisadicairkan
uJ*-i.t"u"i sehinggi hitah atau 3,69 persen merupjrkan kel"-oq SKy_angbersangkutan

i; ;ia;t drrat diciiikan. Ke efisiensi. Terkait Silpa di Dinas tidak bisa diterbitkan tahun
d;il;;k";k;iiimeneaku akan Pendidikart, Pemuda Olahraga, 2014 karena terjadi permasala-
mengoptimalkan penyaluran Kebudayaan dan Pariwisata, han.,"Ke depan kami akan
aana'hiiahdanbelanjaLantuan dipicu adahya kelebihan dana melaksanakan sesuai dengan
sosial sesuai tujuannya untuk transferdaripemerintahpusat perencanaan, dan saya akan
menunjang penyelenggaraan untuk dana Ttrnjangan Profesi memantau dan mengevaluasi
urusan pemerintihan daerah. Guru (IPG) yang nilainya cu- realisasi alggaran di masing-

Terkait dengan Silpa pada kup besar. masing SKPD," terangnya.
Dinas Kesehalan, menurut SedangkanSilpadaribelan- Selain itu juga 

"p.s[ 
rlif

Bupati Silpa itu merupakan japegawaiyangmencapai64,2 memasang-k"gt"tutt baru da-
lam perubahan sesuai dengan
hasil analisa kebutuhan dan
kepampuan sehingga keg-
'iatan yang direncanakan da-
pat dilaksanakan. Diberitakan
sebelumnya, seluruh fraksi
yang ada di DPRD Jembiana
meqpertanyalaf adanya Silpa
yan$-cukup tiiiggi di tahun
2014. Jumlahnya nelebihi

ffi Silpa tahun 2013. yakni sebe-

:r:l:*": .^i Rp 11e.832.260.4lb naik
JAWABAN - B ry o a ti r e rnb r a n a n e n y a nrp a i - zy i ; ai\ i i ixi,-gflt: H? J T*tLt" lfr Ipertanyaan sejumlah frahsi terhait ad'anya Silpa tinggi ffii5i:9^S?,iSd T;;t6i, 

--

tahun 2014.
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Dewan Set tjui LKPJil
APBD Tahun 2014

Singaraja (Bali Post) -Setelah menjalani
tahapan pembahasan,
LKPJ APBD Buleleng 2014
akhirnya disetujui DPRD
Buleleng. Persetujuan ini
disampaikan dalam sidang
paripurna, Selasa (28/7)
kemarin, dengan agenda
penyampaian pandangan
akhir fraksi terhadap LKPJ
APBD Buleleng tahun 2014
di gedung dewan. Sidang
dipimpin Ketua Dewan I
Gede Supriatna bersama
anggotanya. Dari pihak
eksekutif dihadiri Bunati
Buleleng Putu Agus Suiad-
nyana, S.T.

Dalam laporannya Ba-
dan Anggaran (Banggar)
DPRD Buleleng yang diba-
cakan I Nyoman Sukarmen,
meng.atakan, Bupati dan
jajarannya dianggap telah
melaksanakan ABPB Bule-
leng tahun 2014 dengan
sangat baik. Bahkan, dari
penilaian BPK pelaksanaan
APBD tahun lalu itu telah
membuahkan prestasi mem-
banggakan dengan predikat
Wajar Tanpa Pengecual-
ian (WTP). Prestasi yang
diraih untuk kali pertama
ini setidaknya menjadi tolok
ukur kalau pelaksanaan
APBD tahun 2OL4 telah
berjalan sesuai perenca-
naan oleh pemerintah. Di
samping itu, dalam proses
pembahasannya, Bang-
gar berpendapat dari segi
pendapatan daerah yang
dirancang Rp 1,543 triliun
atau sekitar 98,17 persen

mentara pada sesi Penda-
patan Asli Daerah (PAD)
berhasil direalisasikan Rp
2.19,682 miliar atau 105
persen dari target yang
ditetapkan Rp 209,229
miliar. Dari segi realisasi
belanja daerah lanjut Su-
karmen, pemerintah te-
Iah berhasil melakukan
penghematan anggaran
Rp 121,97 miliar atau 7,2b
persen dari total angga-
ran setelah perubahan Rp
1,680 triliun. "Ini menun-
jukkan adanya kemandi-
rian keuangan pemerintah
daerah di mana rasio PA-D
terhadap PAD 14,23 persen
dan dibandingkan tahun
2013 lalu kontribusi PAD
baru mencapai sekitar 11,54
persen," katanya.

Di sisi lain, politisi PDI
Perjuangan asal Desa
Busungbiu Kecamatan
Busungbiu ini menambah-
kan, prestasi yang dicapai
dalam pelaksanaan APBD
setahun lalu itu hendaknya
tidak menjadikan pemerin-
tah daerah puas diri.

Bupati Buleleng Putu
Agus Suradnyana, S.T. ber-
janji. segala bentuk usul dan
saran dewan untuk lebih
meningkatkan pertang-
gungjawaban APBD tahun-
tahun berikutnya akan dit- :

indaklanj utinya bersama
jajaran di Pemkab Buleleng.
Untuk itu, Bupati PAS tetap
meminta dukungan dari
semua lapisan masyarakat
untuk bersama-sama piir-
partisipasi dalam menyuk-
seskan pembangunan di
BaIi Utara. (kmb38)

Bal PosVkmb3B

SETUJU - D PRD Buleleng ahhirnya menyetujui pelah-
sanaan APBD Tahun 2014 dalam sidang paripurna
di gedung dewan, Selasa (28/7) hemarin.dengan

deviasi 1,83 persen. Se-
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Gagal Dipindahkan, Mobdin
Telantar di Eks Kantorfusi/
Mangupura (Bali Post) -

Bagian Aset dan Perlengkapan Pemkab Badung bekerja
sama dengan Dinas Perhubungan, Komunika5i dan Infor-
masi (Dishubinfo) Badung berniat memindahkan mobil
dinas (mobdin) milik Pemkab Badung yang dibiarkan telan-
tar di halqman depan eks Karttor Arsip ying kini menjadi
Kantor KPU Badung. Hal itu dilakukan agar,,mobil lefs
Toyota Kijang Super dengan.nomor polisi (nopol) DK 444
Q dan DK 441 Q itu agar tidak menggangu lahan parkir di
Kantor KPU Badung.

. Upaya memindahkan aset pemkab Badung yang sudah
tak terpakai itu dilakukan sebelum semua calon kadidat
bupati dan wakil bupati mendaftar ke KPU Badung, Selasa
(28/7) kemarin. Namun sayang, kedua mobdin itu gagal
dipindahkan. Upaya itu tak berhasil lantara petugas dari
kendaraan derek milik Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan fnformasi Badung tidak $erhasil menarik kendaraan
ke atas mobil derek.

Beberapa petugas diterjunkan untuk memindahkan ken-
daraan itu, namun mobil i1q lidhk mampu diderek hingga ke
Puspem Badung dan hanya bergeser 100 meter saja. Agar
tidak mengganggu jalannya pendaftaran para calon bupati
dan wakil bupati karena mobil tersebut melintang di tengah-
tengah jalan, Kepala Kesbangpolinmas Nyoman Suendi
yang sedang berada di Kantor KPU Badung pun Iangsung
memohon bantuan kepada pNra petugas kepolisian yang
sedang bertugas mengamankatr jalannya pendaftaran calon
di KPU Badung. "Karena tida\ berhasil dibawa ke puspem,
sementara mobil dikembalikarl ke tempat semula saja lebih
dulu agar tidak mengganggu di sini," ungkapnya.

Petugas Aset dan Perlengkapan Setkab BadungA.A. Ma-
haputra yang ditemui di lokasi mengatakan, mobil ini akan
dipindahkan ke puspem agar tidak mengganggu di Kantor
KPU Badung yang akan melakukan kegiatan. "Rencananya
mobil ini akan dilelang dan semua barang yang dilelang
dikumpulkan dulu, dan setelah itu akan diikuti proses
lelang. Rencana pelelangan ini dilakukan pada tahun 2015lelang. Rencana pelelangan ini dilakukan pada tahun 2015
ini," paparnya. (kmb27)
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, 'Motivasi Desa Adat agar [/anoiii Mengelola sampah' '1 ' 
- _l 

---"jl-'-'s Ysrrl;zLl' 
,/Pemkab Badlung Serahkan V-r'rrll(dD saorung serahkan v

Dump Truck" kepad;Lima DesaAdat
gelar lomba kebersihan dan
pertamanan kantor camat
dan pasAr di Badlune. Iomba
kebersihan dan periamanan
kantor camat. untuk iuara I
diraih Kantor Camai Kuta
Utara, juara II Kantor Camat
Kuta, dan juara III Kantor
Camat Kuta Selatan. Se-
pg.ntara untuk trsar, juara
!_dgaih Pasar Sedpidi, jrra"a
II Pasar Sedana M-erta Desa
Adat Jagapati dan juara III
Pasar 4dat Banjar-Pengen-
deran, Kedonganan. Khrlsus
pqrg juara kebersihan pasar,
selain piagam juga,mendapat
hadiah uang. Juara t np +
juta, juara II Rp B juta dan
iuara III Rp 2 juta. (adl5t3)

^,BU^PATI 
Badung -A.A. protokolA.A.,GdeRakayuda

uoe Agung menyerahkan serta para capat.
D clump truch,pe.ngangkut Bupati Gde Agung me-
sampah kelada lima desa nyampaikart, penyer"ahan
adat, yaituDesaAdatAbian- penggunaan dan operasionai
ba_se, Desa Adat Legian, _Desa lumild;ump rrrr[ pJngrng["i
{{at fa.njlng Benoa, Desa .u-pun iiii."U"i"i [r"a"t"ii
4$at Kapal {an Desa Adat straiegis Kabupa"ren erf,";i
Fipary Gede. Penyerahan di- untut'memberikan motivasl
lakukjrn di Lopby-Kantor-Bu- secara langsung kepada desapatr,ruspem ltadung, Selasa adat agar mampu mandiri
(28l7) kemarin, disaksikan dalam hengltotu ..-p"n ai
Sekda,9,aduTr-g Kompyang R. desa adat Lasing-masing,
Swandika,^Kepala In_spek- bark jangka pende'k -uuptr"r,
log! !"lt Suryaniti, Ke_p_ala jangka panjhng. Mengacu
DKP Badung Putu Eka Mer- padi nanajemeripengelo"laan

it tirt, p"n-

gelolaannya pada pengolahan tanssung r.iwab kelima desasampah t_anpa bekas (zero ;;;?:-'*'-"'waste) diolah di sumb.ely_r1, -*frepala 
DKp Badung putu

dengan pola 3R (reduce,rreuse- nf""ilf"rri"*an mengata_dan recycle). folq pen8oranan kan. pengad aan lima d.umpsampah 3R ini keberadaan- ;ffiffi!;s3"t.".p"nirinyacukupefektifdalammen- ;"ilff d?;r:.ApBD Badunggurangi sampah, baik-skala ;il;rgil-sebesar R; t;6kecil maqpqn besar, --"1g1- ;iii;; iltir,j Diharapkan,gat terbatasnya areal untuk ;#A;;;t"ndaraanterie_pembuangan s.a-mp3\ 
^vlnc ffi;Tt#lili"n untuk pen-terjadi saat ini di TpA Re- ;;*#;" ;;mpah di desac'"l1tji1b:q{"Fly-","g ii"?T.1T'ie.-.'i"s suna

'. ^1:l1t^'-^1o:- lql 3c l" c" mew uj udkai saa,rtt"s 
"v 

" "eT:T!"Ycl,t' blhwa bantuan Bersilr, Hijau dan Beibrrgu.
i:!i! :'!rf vlrlc Ten:ana Guna mendukung terwujrid-
lyf^'lvlT.":1p-1*an ba Ftua n nva Bea utiful' Ba=d u n g va n gnlDan llabupaten rtadung Blrsih. Hiiau dan gerlunsa,
Kepada lrma desa 

"duJi,1tJ DKp Badune telah. meng-
batalkan. Pembatalan nroan
tersebut seba gai konsekuensi
dari berlakunya UU No. 23
Tahun 2004 tentang'pemer-
intahan daerah, yang berlaku
mulai Oktobet 2014. Sebagai
tindak lanjut dari pembatalan
tersebut, Pemkab BAdung
tetap memberikan bantuan
lrtma dump truc& kepada lima
desa adat yang telah men-
gajukan proposal dan telah
diverifkasi sesuai aturan ber-
laku. Namun dengan status,
dump ,ruc& tersb'ut tetap
merupakan aset pemerintah
daerah yang tercatat di DKP
Badung. Sedangkan status
penggurulan dan operasion-
alnya, Sepenuhnya menjadi DUMP TRUC lf, - Bupoti Gde Agung didam-pingi Sehhab.Kompvong,

R. Swandiha dan Repola DKP menyerahhan 5 dqmp truck pen'
Ean*hut sampah hepoda lims desa addt di lobi Kontor Bupati,
Puspem Badung, Selasa eA7) kemarin.
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Pemkab Targefkan Pajak,/
IMTA Rp 700 lJuta per Tahun
Gianyar (Bali Post) -

Perda terkait Izin Mempekgdakan Tenaga Asing (IMTA)
ta mpa k nya terus diseni ot p"*"riry"i, X" liil;bil;;l
"*,Tg:9:^',ly*ldi'+[t+.p"a"ot1"[*zo?hinggaJuni2015, Perda IMTA ini sudahlberhasii ;;;;hi-p"n pajak
***rt U*",tgrj3 apins.sekithr np tbo r"H.-rintuk tahun
?0_1j ilq s udah 

- 

terhidp "" np- +-o-o : "iJ ai"*i i""get p aj akIMTA Rp 700 juta. I

Kepa_la-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi @isnaker-
|;1r;st 5:!:pljl,S?"var. 

-!rs. 
c"a" wf""-a suharta,tra_ns) Kabupaten Gianyar,.lrs. Gede Widarmi S"lr""ir,M.M., Selasa_Jl{Z)-kemarinl, me-ngatakan, kewenangan

pem_ungutan IMTA dilimpah$1an da-ri prrFat'ke k.il;;?;;
sejak 2012. "Mulai ZOf a, karli U"""puyuGlnyusun perda
1erk1{t- t9rysa.kq_4g3ging yan[ ada di ct."v.i. paaa bmo-be\2o14, Perda IMTA resmi {iberla!"t.",,; "rrgt"pjny..Dikatakannya, dalam perda terseb"t femeriitali Gd"_yar sepakat menarik pajak 100 USD per^bulan untuk satu
orang tenaga kerja asing. Sehingga a"ii t 

"li;rt un tersebut
se;aK awal drbertakukan hin_gqa akhir Desember 2014,pemerintah sudah memperole[i Rp 800 juta dari 21 tenaga
I:!t **,** Setiap tenaga lsga astng *^i* -"-U"yZ"paJaK ruu USU, sehrngqa,per tahun satu tenaga kerja asingkena pajak 1.200 USDJ'fatar{ya.

Sementara itu. hingga.f-"Jii iOf f, pemerintah sudah
il:-Tp^"1:Tn-s:riltar Tq 10.0 Jyta d.ag_ sekitar 30 renaga
I^",_rr 1 T1r Sehin gga dta I da ii ;;"lJit"ri"r.lrra n sa mpa iseKarang, paJak yang diperolbh pemkah sekitar R. zoo..eLqls; q^i* -{rlc. diperotbh p"*f."[ -r"f.itar 

Rp ioil
Juta. -Untuk.2015 ini, kami targetkan retribusi dari iMTA
::5tt"t tip. /(]0.Juta.dan kanti pptimis target tersebut bisaterlampaui." ujir Widarma Suh-;lu.

Dilanjutkannya, kini semu
kerja asing di Kabupaten Gian

nama dan alamat tenaga
kerla asing di Kabupaten Gianl
petugas tinggal melakukan m
sipasi tenaga kerja asils ilegl

'ar sudah terdata, sehingga
onilgring untuk menganli-

naker asing yang beradi di
pariwisata dan perdagangan.

l. Di-kalakannya doiinan
fianyq bergerak di bidang
kmb35)
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Singaraja (Bali Post) -
Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 20

tampaknya masih menyita perhat
leng. Setelah polemik tentang bata
muncul kekhawatiran kalau pembay
dari APBD rentan memunculkan rn
sampai sekarang ini belum menerbit

4 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014
serius kalangan lembaga dewan di Bule-

r umur perangkat desa terselesaikan. kini
an nafkah petirngkat desa yang bersumber

lah seriul. PaJahya, pe"merlntah p"""t
r Peraturan Menteri Dalam Negerf(per-
ngFatan dan pemberhentian perangkat
rbil Lgputusan memperpanjang masa

Bali Post/kmb38RAPAT - Rapat Komisi I DPRD eng d.engan ehsekutif membahas masalah
th perangkat 

-d.es_a 
yang ahan d.iperpanjongpertangungj aw aban pemboyaran na

tnenyusul belum terbitnya permend.o,
peranghat d.eea.

tentang pemberhentian dan peigolngiatan

Permendagri T k Kuniung Terbit
Dikhawatirk n Pembayaran
Perangkat I) sa Bermasalah

v

mendagri) yang mengatur tentang pe
desa. Pemerintah daerah telah men
jabatan perangkat desa yang habis
harus di bawah 42 tahun.

masa jabitannya. Umui perangkit desa

tr-;I
k+:':-
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Komisi I DPRD Buleleng, sannya kardna regulasi rnasih ,,Ini rnohon diwaspadai dankernudian memangeil p:$= *u"jut"[^{s. perru dicarikan solusi asarPemberdavaan Maivarakat _ prestasi WTp ini tidak sampajdan Pemerintahan Desa (Bp- Khawatir bermasalah [u"io^.ufun karena persoalanMPD). bersama Basian Hu- "Kita khawato t aiaii-pem- ."O"rri ini,,,tegasnya.k*m dan Badan K6"3lF1+ 
'"yuru" "ardtt p."""gr."t """i"puru 

Bad.an pember.dan Aset Daerah (BKAD) clesa ini ""iiti aoiteq;p't.r- day6",r Masyarakat dan pe.Buleleng, selasa (28/7) siang ,nr"ul^h ilF";f. r.ttl"r.it^rru ilrintatran Desa (BpMpDlkemarin' Rapat \ema-1i1 bersama re{ulasi untuk pem- il.iraung, I Gede sandhivasa'dipimpin anggota Komisi I berhentiurrTd", purrgu'gt 
"_ ;";;;;;?k"r"-;#i;h;;i-;

*l*ii:l+"1irf,il,ff:*:ll 111,1:-,1"u,r.;t,i*I;;li.i' ,,,i iutu."., umur perangkalKetua Komisi I ptrtu M , -, _.r-__*^-6-.q rur^ uaLasarr urnur perangkat

Mertayasa - - ult"" 
[:Lffff]t"'Lu$["**" ee' $X#fnf".i:ll":#li;rvreruayasa. .mendagn," fatanya._ --,- berapa waktu lalu, pihaknvz

_ Dalamrapattersetmr,puru _ Tirti -6".oritoi,xa', di ;;;r;J^h;;;iidri"""i'i,
Ti*""**l1f ::,fflglil.s3^il- p ::: g I $ : 1-s "., - ;i, " ilI"'r..i*il;;?;;il;;.i;*
kan, setelih nolemflIbaLsi' su*"";ii.'[Lii;""a-.*n"T ii-8.T,il1!?,'ii.13r1"1'.ft""-i l!i,
lli}i't":11?i1,1'*i:*:i^$l Tllg P-llii'gkat desa vang a^t'""-i"'"r'^i""p'ri"*i'Jri"
akhiri, pihaknyamulaimenda- ;""q1ilill-n;;" ilr';": il.ii;;;#;fli"T:il:ffl
l:::y":Ti:l*l"ly,::q*I^f *{?,y"i t{n"" zora rut" ;;;.; :.6"t.""va-l;;i;,la. perangkat desa ketik.tan nittrr.t, 

^n, {";-".uI^hr;;;;; itirlilSiriililiiii:;1r"*';
l^:kll:tly.lllig1l:'9lo empat.perf"gkut d"su iil li"r* -"r,y"rahkan kembar
!e11ma nantinya akan me.im- jusf^r baru m"endap"t ."toi t lp^a^ p"?rr,irLri ffi.J#fi;
H:*:**:"1."*t:*r::lt,: I?1,u,.1" isr<1, n"_r,",r,""- ;;il;" surat Keputusan (sKTer*tama, b-agi perangkat tio" "t"s 1llatannya dari perpanJangan masa tuga,desa vang tetah habis masa |"'lsklg*e ."lq*p3i.p"d.4 ;.",il;i'p*;;L"arJ.ii""iifr,jabatannva dan diizinkan *pril2o1b $r". ai^.'-rrd" ai ii;ffii;;ffiHtrffirl1?tetap mengabdi dengan-mem- suaalr itu, {ia. khawatir pern- i;;;" perangkat desa ter
t:.lpiil?iq,Tl:" jabatan bayaiannaf$ahburan;,.,du;hi il. S;.;;; d"pJ.*lil#;
$::j,?j:_'""jiT:,.:,:'^1il'T^ !::*_.fll pFrang\a| desa itu memperpanjang perangka
Perpanjangan dua kali selama nt",ig"kl,i"i F".i;^trur",r.,y; a;;;-;;il;;ilir;Ti#-#I
:,:t:1.:::t:l:o:\::::l*: lllgE" perb[kel 

'ren"";'r.k;." ;t;"fi;: ;;i,i;;;; bnrvipryang dijalankan pemerintah SX p"u*burltentian ap_a_kah tetap rnenjalankan kesepakadaerah, sarnbil menunggu b-isa dipertangg""g;u*ibri;". i"".|urrg terah dibahas secar:terbitnva Permendagri ten- uirtuk itu, p'iiarinvl -""- ;l;; t"r;;;;;;;;r,"a;,
tang penBangkatan dan pem- yarankan kepada bp_1ryq, persatuan F"ru"gr.J'o"i,berhentian perangkat. desa. ijagian Hukum dan BKAti iraorr."iu (ppDI) BulelenpKarena regulasi-yang belum Burereng untuk met-tyikapi K;.;;;;;;tr""ri*1"i.i,l!jelas ini, muncul kekhawati- ternuannlyaitu termasut rnen- u-rrii it" 

".ur"iJi"' dr:"a-it",ran kalau dalam perjalamya carikan Lolusi ketika nanti Jr.u, or"n ;;'.;;;;;*;nanti, pembayaran nafkah perangkat desa yang 
"t u" a}l.r- rnenynsun angaran ibularran mereka terirna itrr diperpanjang -".u t.rtu.n5,r7g6; tqr*tasuk pembavara

akan diperrnasalahkan. AIa- seberirm 
"rer6iq, 

fe;.1r.iq^gr;."lfifkrirK&Le.6;Bif '
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Silpa CaPdi RP 128 Miliar V
Bupati Difninta Cermat

Dalam Herencanaan
Bangli (Bali Post). , 9tk!*:l:-:i*:nencegah ter-
"*S"i;;h.;"i"*uii t"t.ttg[u- jadinva penvimpangan'

l"'i p"" *-t' p" -U.ttuqq .dih' 
^ 
J?,t k*',', *i I T ^:.:lsp"i Iffi "I'ffii'i#Jtffi 

*'d;;Fl4lBD_20_1^11:.T--,"1{'*fli
;iffi;:i#i',ffii'#ii-i.-"J"i. 'ilp' -"""oai Rp 128 miliar
#ffi.,:fl;;*' ai leilfr?[il- t"i-it', to-i'i-komisi di DPRD

il;;;;;-"J""*""v"|fiu Bangli^kembali meminta ek-

r a nc a n s a n p e r a t u r a n'i 
" "j'-" 

t' 
: : t{'l : l*"\ :"}*.""""t"T1i

tentang pertanggungjawafan dalam melakukanperencanaan
APBiift 

"'bdu[u-"-nufr 
iut.$""disemuas$-D-:l:n'icca;?,e;

fl"-H'ffi ;biifi"t"i A;ffi ; ;v;;p ;" ans sa ra n di t ahun

-ol,ia;i neraturan a""riil.T*-- d""adtu"g Ui.a t"titt optimal'
-e""i"ai peraturan daerah' I mendatang brsa leDrn opf,rmar'* 

Nf;;ti demikian, qll:l; Pg1t f*l"tTi:3:,itliltkomisi tetap memint" ei$"ii ["-iti tt-i"tu 6"pati untuk

;;;J;;'il"'r'"-it""l"*{e^if "-:l^"'S*q'?*:t::tf$3Jf;l3lif"-a"JJ;#fi;ilAi.l"q:b"'.p"SKqDvangmelakukan
:-t; -ooinr,-ma.sittJ todi.i. kesalahan dalam penganggaranpaikan masing-masing ko:

Sahh satunYa menindakla belanja barang/jasa Pemerrn-
tah.hasil temuan Yang drrekorqen- [aL

dasikanBPKRI.'Mengacuflada -ldasikanBPKnI.'rvr""gui'ii'uJ" 
---"b"ttg"tt 

terjadinya kesala;

tliiii"-^"titJ^^" e-P"f {iTttt han di beberapa SKPP' Bupati

il"$ffi ;;ils";'P".;-ffi'p;tll*--^":I:*:ffi 't^il:"iffi'.1iHiif#6T?,v'^ii'^JJrF;-n;f ;t"'**ttmerintahNomors3
fd""l.;l;;itii r'"p1,i"" i"d"'i: iun"" 20i0 tentane Disiplin
gan,Iaporann^"ur"-"tit{*"1:r*SX":},":f,1"^'.3:Ti;TTl:i
3i# ;i;il""g""iu1i." i"{"'"' s KP?':l1k-1,p: I's^s-1}:.u:,q:- rksi dib-&ikan su-
dan laporal hasil Pemerik{aa-n gi-Lit^I?i"o- oonarri ini ridak:f*'f"":',liffi #'f, #il"I'"T'-t"t'-!:1"h111Tff *";T^tl11karas Kepauur'" ":"''TTJJi;l; Li"it"g lagi"' kata wedana'
dang-undangan, kamr r
Bupati segera menr,,aukl{n;u- Sementara itu' dalam rapat

ffi#Jt i;ili{fi; K";i+i I parip-uryavangdipimpinKetua
iv;"; w"A;; saat me--dact- bpdn leakan Kutha Parwata

il?i;;;ffii;iu""i"" il"i"G- kemarinl Bupati tidak hadir

komisi dalam ""p^t 
puiiif i-' 4:'l4'Yl}il'-9*::li:*i::"h

SiHitll'tpuoi 3b""i. if a; zr is&a'r t aa e i,sili^ri.ltl'*dr h.an[or l.,rr\u, DE!4D4 \!v' " '"":-:' ---- 
,puit"ra"but sekdakemarin. | . D"l1-aI1-^^'.^- 

-i,rorn Fhrno-
Komisi juga memint"l f"- yattgmembatakanpidatoBupa-

pu;i";-T,;d;;"T;d.ki;1i"tii'^'-^":--*IS"?5:lf":X$T:,itt3"'ilil';ft#H;#Hti;;;;fi qd'patdankoreksidari
;=";;;";iil iwbpl d4Lm anggotl dewan sebasai pesan-

nenselolaan kenangan d.T;;tt i^fi"a"" akan menindl\hiJ:lpengelolaan keyangan dafrah' gan oan atr

Dimana sampar saar rni dasih laranyangdimaksud' Sehingga

ada seiumlah xetemanin*frJg p""1""t"1"!1n yang timbul tidak

ilir""ii pi"l, *i ni.. -ni$s-id l"^tY:-,f* 
diaahun va ns akan

ffi;;"1ffi;ffi;#"j"4 F"* datang ltmuao;

$ffi$
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Kornisi I DPRD Buleleng,
kencudian memangsil Badali
Pemberdayaan Masvarakat
dan Pemerintahan Desa (Bp-
MPD). bersarna Basian Hu-
hum dan Badan Keuanean
dan Aset Daerah (BKAD)
Buleler-rg. Selasa (28/Z) siang
kenrarin. Rapat kemalin
dipimpin anggota Komisi I
Putu Tirta Adnvana mewakili
Ketua Komisi I Putu Mangku
Mertayasa.

Dal.am rapat tersebut, putu-
Tirta,{,dnyana mengungkap-
kan. setelah polemili batasan
umur perangkat desa bisa di-
akhiri, pihaknya rnulai menda-
pat informasi di lapangan ka-
Iatr perangkat desa ket"akrrtan
nafl<ah bulanan yang mereka
terirna nantinya ahan merrirn-
bulkan permasalahan hukr,rm.
Terutama. bagi perangkat
desa yang telah habis masa
jabatannya dan diizinkan
tetap mengabdi dengan mem-
perpanjang masa jabatan
dua kali selama setahun.
Perpanjangan dua kali selarna
setahun ini merupakan solusi
yang dijalankan pemerintah
daerah, sambil rnenunggu
terbitnya Permendagri ten-
tang pengangkatan dan pem-
berhentian perangkat desa.
Karena regulasi yang belurn
jelas ini, muncul l<ekhawati-
ran kalan dalam perjalannya
nanti, pembavaran nafkah
bulanan rnereka terima itu
olea la_"faalqlohkan. AIa-

:1:llr l<arJena regulasi rnasih .,Ini rnohon diwaspadai danrnengarnblng. perlu dicarikan solusi asar

Kri,?r.l,iTlBermasarah fl:::JiuHf,?i?:l'j##,'#
,_ -,-A.o 

Klawatu kalau pem- seperti ini,', tegasnya.oayararr tlarfa]l pet'anghat Itepala Btdan pember.
oesa llil nantr drangg,?p ber_ da5,aan Masvarakat dan pe.

11L:lTi I.1t","".krta herahui rnerinrahan Desa (BpMpD.
i:t-.:-"*L rl8utasi untuk pem- Buleieng, I Gede Sandhiyasa'
:^":u-:llt_ur1 

dan pengangl<a- rnengatakan. setelah pole
:1i,1:r_1,"F,(at desa belum mik batasan rrmur perangl<al
,nnar,kare.4a rnenunggu..per_ desaberhasilclisetesaikaibe
_^"*119-ttl lkatanya.. . 

*t, 
berapa waktu lalu, pihakny:

n llrta rlenc-ontohkan, di puntelahmengirimi<ansura
l""u l]lqu;r .gecamatan nelaluicamatagardesa-desz
Sawall dlte[nukan ada-empat di Brr'lelpnq rnalrL,,Lo- ^^-**.:r 9ll.]"ukan ada-empar di Buielen! i"uLrr,if,"n p"n
:'1:g-y::llstrat desa yang clataan rerhadap perangLa
T-:^"9,?u IrTt, m asa, j a b ata n - desan;ra va ng akan'm 

".,giLl,flyf ,wter tphun 2014 lalu. iri rnasa ja6atannya tihur
1ll:1Lop" fer.masarahann5,a, 201b. Dari data ini, pihaknyr
ll)]!at,Uerlangkat desa itu akan menyerahkarrkembaljustru bar{.mendapat s_urat kepada peibekel 

"nt.rt inem
f.e!urrr,san l(sK). pelnberhen- proses Surat Keputusan (SK
l-t-1i ltl., {abatannya dari pelpanjangan rnasa tuga,
lut?::1.9T? ."19*p?t.pada sanrpai Petmendagri tenting
*lf.?gtu {at". atai fakia di p"i"i"rri""iiu" aui p"G;,,c
suctaJr rtu, $ra khawatu pe-m- katan perangkat ae"a- tei
bayaran naflrah b Lrlana_' t-erhi- brt. sesuai 

-ke'p*tusan 

'ntur:l:5:?$,q:ii1!\^,! cl,esa itu mem p erp anj ang p eran gka
rnengakhiri masa jabatannya desa yang.r-.,"iryu di ba;;l
:ilC_Ci 

perDpl(et,rnener.brtkan 42 tahun, sehingga BpMpf
pJ{ I,enrberjhentian apairah retap rner.rjal""k;;i.;;;;k;
p;sa drlertafggungjawabkan. tan yang telah dibahas s'ccar:

SJ( p,enrber]hentian apairah tetap rnenjalankan kesepaka
plsa drlertafgqungjawabkan. tan yang telah dibahas s'ccar:Untllk ttu. plhaknJa men_ alot bersama dewan, daryarankal lfepada BPMPD, persatnan peranghat Des:l]agran H"l.9T dan BKATI Indonesia (ppDl)-Buleleng
13nleleng L1[tuk rnenyihapi Kesepakatan yang telah dI
temuannya ltrrtermasuk rnen- ambil itu sekaiiguJ dijadikar
carrkan so_thsr kettka nanti dasar oleh desa nantinyperangkat pesa yang akan _dSlarn lnenyusun angaran f
::B:illilLxif ,iT:id:fi ailtpm;^iB,r.:,:l,if fl l3{i."
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T*rsa|r:r ke L*mh*g* Tnk Berhsd*n Hukum

Dewan Pertanyakan

Pengalokasian Dana Hibah
Denpasar (Bali Post) -

Alokasi dana hibah yang mengharuskan ditujukan ke-
pada lembaga yang memiliki badan hukum, menjadi kekha-
watiran jajaran DPRD Denpasar. Karena selama ini, dana
hibah tersebut lebih banyak tersalur kepada masyarakat
atau lembaga adat yang tidak memiliki badan hukum. Hal
ini sempat dipertanyakan para wakil rakyat dalam rapat
kerja Badan Anggaran DPRD Denpasar dengan tim APBD
Pemkot, Selasa (2817) kemarin.

Rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Made
Muliawan Arya didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai
Iswara, membahas masalah ranperda APBD Perubahan
2015. Rapat kerja ini juga dihadiri sejumlah kepala SKPD
di lingkungan Pemkot Denpasar. Selain masalah dana hi-
bah, dalam pertemuan itu juga dipertanyakan kelanjutan
pembangunan RSUD Wangaya.

Salah satu anggota Badan Anggaran I Kadek Agus Arya
Wibawa mempertanyakan masalah mekanisme pencairan
dana hibah ke depan. Karena mengacu pada ketentuan yang
baru, pengalokasian dana hibah tampaknya akan semakin
sulit. Bahkan, lembaga sosial seperti desa adat, subak dan
sekaa teruna terancam tidak bisa menerima dana hibah
dari pemerintah.

Kondisi ini dinilai akan merugikan masyarakat secara
umum. Pihaknya ingin pengalokasian dana hibah kepada
masyarakat tidak melanggar hukum, sementara aspirasi
masyarakat juga tetap terjawab. "Guna menghindari ter-
jadinya pelanggaran hukum dalam pengalokasian dana
hibah, kami ingin tahu, apa terobosan yang dilakukan Pem-
kot Denpasar dalam mengantisipasi masalah ini. Karena
jika mengacu pada UU yang baru, jelas akan merugikan
masyarakat," ujar Kadek Agus Arya Wibawa.

Sekda Kota Denpasar, Rai Iswara mengakui, dengan
keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah, memang terindikasi merugikan masyarakat adat.
Karena pada ayat 5, dana hibah hanya bisa dialokasikan
untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha
Milik Daerah, serta lembaga dan organisasi sosial yang
berbadan hukum Indonesia. Mengacu pada ketentuan terse-
but, kata Rai Iswara, pihaknya akan segera mendiskusilan
masalah ini dengan pihak terkait. "Langkah jangka pendek,
kami akan bersurat ke Kemendagri untuk mempertanya-
kan, apakah desa adat, subak danjuga sehaa teruna masuk
dalam badan, lembaga organisasi kemasyarakatan. Selain
itu, kamijuga akan barernbuk dengan Sabha Upadesa serta
melakukan kajian hukum guna menyiasati ketentuan ini,"
kata Rai Iswara. (kmb12)
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